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Pajak Tahun Lalu Capal Rp 44 Triliun

JAKARTA - Pemprov Jakar-
ta gagal mencapai target pajak
daerah sepanjang tahun lalu.
Pajak yang masuk 44,46 triliun
dari target 44,98 triliun. Ini ber-
artimencapai 98,85 persen.

Meski begitu, angka ini me-
nunjukkan peningkatan diban-
dingkan realisasi tahun 2023
sebesar 43,52 triliun dengan
kenaikan sebesar 936 miliar
atau 2,15 persen. Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provin-
si Jakarta, Lusiana Herawati,
dalam keterangan di Jakarta,
Selasa mengatakan Pajak Ken-
daraan Bermotor serta Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
menjadi kontributor terbesar
capaian pajak daerah baik ta-
hun 2024 maupun 2023.

“Pajak Kendaraan Bermotor
serta Pajak Bumi dan Bangunan
tetap menjadi kontributor ter-
besar dua tahun tersebut. Ada
tren peningkatan. Ini mencer-
minkan efektivitas pengelolaan
dan pengawasan,” kata dia.

Adapun realisasi Pajak Ken-
daraan Bermotor yakni9,65
triliun atau 104,68 persen dari
target. Sedangkan PBB sebesar
9,96 triliun atau 99,62 persen
dari target. Dia menambah-
kan selain Pajak Kendaraan
Bermotor dan PBB, kontribu-

tor pajak terbesar tahun 2024
lainnya yakni Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB)
6,64 triliun (106,21 persen dari
target).

dikosongkan ini bisa dijadikan
opsi bagi para penyewa karena
lokasinya strategi di kawasan
pusat bisnis.

“Meskipun  banyak

Kemudian Bea Per-
olehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
6,1 triliun (76,25 persen

bangunan milik peme-
rintah sudah tua, memi-
liki keunggulan strategis
karena lokasinya yang

dari target), serta pa-
jak rokok 883,98 miliar
(98,22 persen dari tar-
get). Lusiana menyampaikan,
Bapenda Jakarta menyatakan
keberhasilan ini tidaklepas dari
berbagai langkah strategis! Ini
termasuk pemutakhiran data
objek pajak, penagihan pajak
secara intensif, serta penguatan
sistem digital untuk memper-
mudah pembayaran pajak.
“Pemprov berharap tren po-
sitifini dapat berlanjut pada ta-
hun 2025, di mana target pajak
ditetapkan lebih tinggi, yakni

sebesar 48 triliun,” yjar dia.

Gedung

Sementara itu, terkait ba-
kal pindahnya ibu kota negara,
Head of Research Colliers In-
donesia Ferry Salanto menilai
gedung kantor pemerintah Ja-
karta memiliki potensi sumber
oendapatan. Menurutnya, ge-
dung-gedungkantor yang akan

Scan untuk
membaca artikel
versi digital

kebanyakan berada di
kawasan pusat bisnis,’
katanya dalam kete-
rangan di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Ferry me-
ngatakan gedung-gedung milik
pemerintah ini juga bisa mem-
perburuk kondisi pasar proper-
ti yang sudah kelebihan pasok.
Terlebih jika kondisinya kosong
sehingga dianggap sebagai pa-
sokan baru. “Apabila gedung
milik pemerintah yang kosong
ini dianggap sebagai pasok
baru, dapat memperburuk kon-
disi pasar yang sudah kelebihan
pasok ruang kantor,” katanya.
Berdasarkan data dari Di-
rektorat Jenderal Kekayaan Ne-
gara (DJKN) Kementerian Ke-
uangan, sebanyak 40 gedung
pemerintah, termasuk kemen-
terian dan lembaga negara
(tidak termasuk aset BUMN),
mencakup 1,34 juta meter per-
segi ruang kantor di Jakarta.
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